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The protection of children and women is an essential part of the legal
system to ensure the fulfillment of human rights. As vulnerable groups,
children and women often face violence, discrimination, and
exploitation, requiring effective legal protection. This study aims to
analyze the legal system and forms of legal protection for children and
women in Indonesia. The research uses a normative legal method with
statutory and conceptual approaches. The findings show that
Indonesia has established various regulations regarding the
protection of children and women, although their implementation still
faces several challenges. Therefore, strengthening the legal system
and law enforcement is necessary to ensure optimal protection.
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Perlindungan anak dan perempuan merupakan bagian penting dalam
sistem hukum untuk menjamin terpenuhinya hak asasi manusia. Anak
dan perempuan sebagai kelompok rentan sering menghadapi
kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi sehingga memerlukan
perlindungan hukum yang efektif. Penelitian ini bertujuan
menganalisis sistem hukum dan bentuk perlindungan hukum bagi
anak dan perempuan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah
penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan
dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah
memiliki berbagai regulasi yang mengatur perlindungan anak dan
perempuan, namun implementasinya masih menghadapi berbagai
kendala. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem hukum dan
penegakan hukum yang lebih efektif untuk menjamin perlindungan
yang optimal.
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PENDAHULUAN

Fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam beberapa tahun terakhir
semakin menjadi perhatian publik. Berbagai kasus kekerasan terus terjadi di berbagai daerah
dan sering diberitakan oleh media massa. Selain melalui pemberitaan, meningkatnya perhatian
terhadap isu ini juga terlihat dari banyaknya penelitian yang menunjukkan adanya peningkatan
cakupan, bentuk, intensitas, serta tingkat kekerasan yang dialami perempuan dan anak.

Perlindungan terhadap perempuan dan anak berlandaskan pada prinsip bahwa mereka
memiliki hak asasi manusia yang harus dihormati, dipenuhi, dan dilindungi sebagaimana hak
yang dimiliki setiap individu. Namun, karena perempuan dan anak termasuk kelompok yang
rentan, mereka memerlukan perlindungan khusus dari berbagai ancaman yang dapat
mengganggu hak dan kesejahteraannya. Prinsip perlindungan tersebut telah diakomodasi dalam
berbagai instrumen hukum internasional, nasional, maupun regional.

Dari perspektif hukum, perlindungan terhadap perempuan dan anak menjadi sangat
penting karena ketidakmampuan negara dan masyarakat dalam menjamin hak-hak mereka
dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Perempuan dan anak sering menjadi korban
kekerasan fisik, psikis, maupun seksual, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi
ekonomi dan seksual, perdagangan orang, serta pekerja anak. Selain itu, mereka juga kerap
menghadapi perlakuan diskriminatif dalam memperoleh akses terhadap pendidikan, layanan
kesehatan, dan kesempatan ekonomi yang layak.

Anak sebagai kelompok yang belum memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya
sendiri membutuhkan tindakan afirmatif dan perlindungan khusus. Tanggung jawab utama
dalam memberikan perlindungan kepada anak berada pada orang tua sebagai lingkungan
pertama dan utama bagi tumbuh kembang anak. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 26 ayat
(2) Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa orang tua memiliki hak utama
dalam menentukan jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anaknya.

Dalam rangka memberikan perlindungan yang efektif, berbagai negara, termasuk
Indonesia, telah menetapkan sejumlah peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang
mengatur perlindungan perempuan dan anak. Regulasi tersebut mencakup upaya pencegahan
kekerasan, penegakan hukum terhadap pelaku, pemulihan dan rehabilitasi korban, serta
penyediaan bantuan hukum dan pendampingan. Selain itu, berbagai lembaga dan organisasi
juga berperan aktif dalam melakukan pengawasan, edukasi, advokasi, serta pemberian layanan
bagi korban kekerasan.

Pada akhirnya, perlindungan terhadap perempuan dan anak bukan hanya menjadi
tanggung jawab pemerintah dan aparat penegak hukum, tetapi juga merupakan tanggung jawab
seluruh elemen masyarakat. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya
penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak merupakan langkah
penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan mendukung bagi perkembangan
serta kesejahteraan mereka.’

Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional sebagai bentuk komitmen dalam
melindungi hak asasi manusia (HAM), khususnya hak-hak perempuan. Salah satu instrumen
penting yang telah diratifikasi adalah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
terhadap Perempuan atau Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
Against Women (CEDAW). Selain itu, pemerintah juga membentuk berbagai lembaga yang
berperan dalam perlindungan HAM dan penegakan keadilan bagi perempuan dan anak, seperti

! Ferdy Hasan dkk., “Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum,” Jurnal Ilmu Sosial,
Humaniora dan Seni 1, no. 4 (2023): 317-23, https://doi.org/10.62379/jishs.v1i4.765.
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Komnas Perempuan, Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan
Ombudsman Republik Indonesia. Meskipun demikian, berbagai pelanggaran HAM terhadap
perempuan masih terus terjadi, termasuk dalam bidang kesehatan, yang menunjukkan bahwa
implementasi perlindungan hak-hak perempuan masih menghadapi berbagai tantangan (R.B.
Sularto, 2009).

Di sisi lain, anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki
harkat, martabat, serta hak-hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi. Komitmen Indonesia
terhadap perlindungan anak diwujudkan melalui ratifikasi Konvensi Hak Anak melalui
Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi tersebut menegaskan empat prinsip dasar
perlindungan anak, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan
berkembang, serta penghormatan terhadap partisipasi anak. Namun, meskipun berbagai
regulasi mengenai perlindungan anak telah diterbitkan, termasuk Undang-Undang
Perlindungan Anak, kondisi kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak anak di Indonesia masih
belum sepenuhnya sesuai dengan harapan.

Perlindungan anak memiliki cakupan yang luas karena tidak hanya berkaitan dengan
pemenuhan kebutuhan sosial dan ekonomi, tetapi juga meliputi perlindungan dalam bidang
hukum dan peradilan, kesehatan, pendidikan, serta penanganan anak terlantar, anak jalanan,
dan anak yang menjadi korban kekerasan fisik maupun seksual. Oleh karena itu, diperlukan
upaya yang berkelanjutan dari pemerintah, keluarga, dan masyarakat untuk memastikan
terpenuhinya hak-hak anak secara menyeluruh demi mendukung tumbuh kembang mereka
secara optimal.?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan
perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).
Penelitian hukum normatif dipilih karena berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum
yang mengatur sistem perlindungan anak dan perempuan, baik yang terdapat dalam peraturan
perundang-undangan nasional maupun instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi
oleh Indonesia. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder, yang terdiri atas bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta berbagai peraturan perundang-undangan lain yang
berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak. Bahan hukum sekunder diperoleh dari
buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta artikel yang relevan dengan topik penelitian. Adapun
bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research)
dengan menelaah berbagai literatur, dokumen hukum, dan hasil penelitian yang berkaitan
dengan sistem hukum dan perlindungan anak serta perempuan. Data yang diperoleh kemudian
dianalisis menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan, menginterpretasikan,
dan menghubungkan berbagai ketentuan hukum yang berlaku guna memperoleh pemahaman
yang komprehensif mengenai perlindungan hukum bagi anak dan perempuan di Indonesia.
Hasil analisis selanjutnya disajikan secara deskriptif-analitis untuk memberikan gambaran
mengenai sistem hukum yang mengatur perlindungan anak dan perempuan serta berbagai
tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

2 Safrudin dan Rumainur, “Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Prespektif Filsafat Hukum,” Rampai Jurnal
Hukum (RJH) 1, no. 2 (2022): 1-10, https://doi.org/10.35473/rjh.v1i2.2229.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Hukum dalam Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia

Perlindungan terhadap anak dan perempuan merupakan salah satu bentuk tanggung
jawab negara dalam menjamin terpenuhinya hak asasi manusia bagi seluruh warga negara.
Anak dan perempuan termasuk kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran
hak, sehingga membutuhkan perhatian dan perlindungan yang lebih besar dari negara maupun
masyarakat. Jaminan perlindungan tersebut telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengakui hak setiap warga negara untuk
memperoleh rasa aman, perlindungan, dan perlakuan yang adil di hadapan hukum.

Sebagai bagian dari komunitas internasional, Indonesia juga menunjukkan
komitmennya melalui ratifikasi berbagai konvensi yang berkaitan dengan perlindungan hak
perempuan dan anak. Salah satunya adalah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
terhadap Perempuan (CEDAW) yang menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan mengenai
kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi
Konvensi Hak Anak yang menjadi pedoman dalam menjamin hak-hak anak untuk hidup,
tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial tanpa diskriminasi.

Komitmen tersebut kemudian diwujudkan dalam berbagai peraturan perundang-
undangan yang secara khusus mengatur perlindungan perempuan dan anak. Berbagai regulasi
telah diterbitkan untuk mencegah terjadinya kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan bentuk
pelanggaran hak lainnya. Kehadiran aturan-aturan tersebut menunjukkan adanya upaya serius
dari pemerintah dalam menciptakan sistem perlindungan hukum yang lebih kuat dan
berkelanjutan.

Tidak hanya melalui pembentukan regulasi, pemerintah juga mendirikan berbagai
lembaga yang memiliki fungsi khusus dalam perlindungan anak dan perempuan. Lembaga-
lembaga tersebut bertugas menerima pengaduan, memberikan pendampingan kepada korban,
melakukan advokasi, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan
perlindungan hak asasi manusia. Keberadaan lembaga tersebut menjadi bagian penting dalam
memastikan bahwa hak-hak perempuan dan anak dapat terlindungi secara nyata.

B. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan

Perlindungan hukum bagi anak dan perempuan dilakukan melalui berbagai langkah
yang bersifat pencegahan maupun penanganan setelah terjadinya pelanggaran. Upaya
pencegahan dilakukan dengan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak anak
dan perempuan melalui pendidikan, sosialisasi, kampanye publik, serta penyuluhan hukum.
Tujuannya adalah membangun kesadaran bersama agar setiap orang turut berperan dalam
mencegah terjadinya kekerasan dan diskriminasi.

Keluarga memiliki posisi yang sangat penting dalam upaya perlindungan tersebut.
Lingkungan keluarga yang sehat dan harmonis dapat menjadi tempat pertama bagi anak untuk
memperoleh rasa aman, kasih sayang, serta pendidikan mengenai nilai-nilai penghormatan
terhadap hak asasi manusia. Begitu pula perempuan akan lebih terlindungi apabila
mendapatkan dukungan dan perlakuan yang setara dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Apabila terjadi pelanggaran hak, negara memberikan perlindungan melalui berbagai
mekanisme hukum. Korban dapat memperoleh bantuan hukum, pendampingan psikologis,
layanan kesehatan, serta perlindungan selama proses hukum berlangsung. Selain itu, pelaku
dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagai bentuk penegakan
keadilan dan perlindungan terhadap korban.
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Dalam perkara yang melibatkan anak, pendekatan yang digunakan tidak hanya
berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.
Oleh karena itu, penyelesaian perkara anak lebih mengutamakan pemulihan dan pembinaan
agar masa depan anak tetap terjaga. Sementara itu, perempuan yang menjadi korban kekerasan
berhak memperoleh perlindungan menyeluruh, termasuk pemulihan kondisi fisik, psikologis,
dan sosial.

C. Kendala dalam Pelaksanaan Perlindungan Anak dan Perempuan

Walaupun Indonesia telah memiliki berbagai aturan dan lembaga yang mendukung
perlindungan anak dan perempuan, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah hambatan.
Salah satu masalah yang paling sering ditemukan adalah masih tingginya angka kekerasan
terhadap perempuan dan anak di berbagai wilayah. Bentuk kekerasan yang terjadi tidak hanya
berupa kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikologis, seksual, penelantaran, hingga
eksploitasi ekonomi.

Berbagai faktor menjadi penyebab masih tingginya kasus tersebut. Rendahnya tingkat
pendidikan, kondisi ekonomi yang kurang baik, minimnya pengetahuan mengenai hak-hak
perempuan dan anak, serta pengaruh budaya yang menempatkan perempuan pada posisi yang
lebih rendah sering kali menjadi pemicu terjadinya pelanggaran hak. Dalam banyak kasus,
korban juga memilih untuk tidak melapor karena merasa takut, malu, atau khawatir akan
mendapatkan tekanan dari lingkungan sekitar.

Selain itu, ketersediaan layanan perlindungan yang belum merata turut menjadi
tantangan tersendiri. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil sering kali mengalami
kesulitan dalam mengakses layanan bantuan hukum, rehabilitasi, maupun pendampingan
psikologis. Kondisi tersebut menyebabkan proses perlindungan dan pemulihan korban tidak
selalu berjalan secara optimal.

Tantangan lainnya adalah perlunya peningkatan koordinasi antarinstansi yang terlibat
dalam penanganan kasus anak dan perempuan. Kerja sama yang belum maksimal dapat
menghambat proses perlindungan sehingga penanganan kasus menjadi kurang efektif dan
membutuhkan waktu yang lebih lama.

D. Upaya Memperkuat Perlindungan Anak dan Perempuan

Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap anak dan perempuan,
diperlukan langkah-langkah yang menyeluruh dan berkesinambungan. Pemerintah perlu
memastikan bahwa seluruh regulasi yang telah dibentuk dapat diterapkan secara konsisten oleh
aparat penegak hukum. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang menangani
kasus perempuan dan anak juga menjadi kebutuhan penting.

Penguatan layanan perlindungan perlu dilakukan dengan memperluas akses bantuan
hukum, menyediakan fasilitas pemulihan yang memadai, serta meningkatkan kualitas
pelayanan bagi korban. Pemanfaatan teknologi informasi juga dapat menjadi sarana yang
efektif dalam mempercepat proses pelaporan dan penanganan kasus.

Di samping peran pemerintah, partisipasi masyarakat memiliki kontribusi yang sangat
besar dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Masyarakat perlu
memiliki kesadaran untuk menghormati hak-hak sesama, mencegah terjadinya kekerasan, serta
berani melaporkan apabila menemukan tindakan yang merugikan perempuan dan anak.

Melalui kerja sama yang baik antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga
perlindungan, keluarga, dan masyarakat, perlindungan terhadap anak dan perempuan dapat
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diwujudkan secara lebih efektif. Dengan demikian, hak-hak mereka dapat terpenuhi secara
optimal sehingga tercipta kehidupan yang lebih adil, aman, dan bermartabat bagi seluruh warga
negara.

KESIMPULAN

Perlindungan anak dan perempuan merupakan bagian penting dari sistem hukum
Indonesia dalam menjamin penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia.
Berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional telah menjadi dasar dalam
memberikan perlindungan terhadap anak dan perempuan, termasuk melalui pembentukan
peraturan perundang-undangan serta lembaga-lembaga yang berwenang menangani
perlindungan dan pemenuhan hak mereka.

Meskipun kerangka hukum yang dimiliki Indonesia telah cukup memadai,
pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Tingginya angka kekerasan,
diskriminasi, eksploitasi, serta keterbatasan akses terhadap layanan perlindungan menunjukkan
bahwa perlindungan anak dan perempuan belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Faktor
sosial, ekonomi, budaya, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat turut memengaruhi
efektivitas perlindungan yang diberikan.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum, peningkatan kualitas layanan
perlindungan, serta kerja sama yang lebih erat antara pemerintah, aparat penegak hukum,
lembaga perlindungan, keluarga, dan masyarakat. Dengan adanya sinergi dari berbagai pihak,
perlindungan terhadap anak dan perempuan dapat diwujudkan secara lebih efektif sehingga
hak-hak mereka dapat terpenuhi, terlindungi, dan terjamin secara berkelanjutan.
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